PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT It
SURABAYA

S A L T N AMN.
No.9/C;Tg1.15-11-1996.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAFRAH TINGKAT TI SURABAYA
NOMOR 13  TAHUN ‘1996
TENTANG
PFMBENTUKAN, ORGANISAST NAN TATAKERJA
DTNAS 14LI L INTES NAN ANGHUTAN JALAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 1T SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUKAN YANG MAHA ESA
WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

‘Menimbang : &a. hahwa daiam rangka meningkatkan pelaysnan
' kepada masyarakat di bidang Talu Tlintas din

angkutan ialan di Kotamadya Daerah Tingkat 17T

Sursbaya, diperiukan adanya Perangkat Daerah

y3ng memadai dan mampu melaksanakan urusan

dibidang 1atu lintas dan angkutan ialan

dimaksud secara hardaya guna dan berhasil guna ;

k. bahwa untuk palaksanaan maksud pada . huruf s
korsideran menimbany ini dan dengan berpedoman
kepada '‘Keputusan Manteri Dalam Negeri Nomor. 61
Tahiun 1292 tentanyg Padoman Organisasi dan Tata
Keria {Mras Lalu intas dan. Angkutan - Jalan
Naeran Tingkat 7 fan Dinas  Lalu  Lintas ‘dan
Angkutan Jalan Daesrah Tingkat II, dipandang
periu  menetapkan Pembentukan, Organisasi dan
Tatakarja Cinas Lingkup Lalu Lintas dan

Angkutan dalan, maka perlu ditetapkan
Pamhentukan, Organisasi dan Tata kerja Dinas
v.alu Lintas dan Angkiutan Jalan Daerah Kotamadya

Naaran Tingkat 17 Surabava dengan menuangkannya
tdalam suatu Paraturan Daerah. '

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 ‘tentang

Pembaentukan Daerah Kota Resar daltam , 1ingkungan

Propinsi .Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat . dan

Daarah Istimewa Yogyakarta, vang telah . diubah

terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun
1965 '

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok~
pakok Pemerintahan di Daerah ;

3. Undang~undang Nomor 13 Tahun 1980 tantang Jalan

4. Undang-undang Nomar 14 Tahun 1882 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Rays ;
. Paraturan Pemarintah Nomor 28 Tahun 1985
tentang Jalan ;
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6. Paraturan Pemarintah Nomor 6 Tahun 1988

tentang Koardsnasi kegiatan Instansi vertikal
i Naerah ;

7. Parateran “emearintsh  Nomor 272 Tahun 1880
tantang Penverahan Sehagian Urusan Pemarintahan
Dalam  Bidarng Lalu Lintas dan  Angkutan Jalan

Kepada Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat 11 :

R. Paraturan Pemarintah Nomor 45 Tahun 1992
tentang Penyeleanggaraan Otonomi Daerah dengan
“itik bersal pada Daerah Tingkat 171 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993
Teatang Angkutan Jalan '

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1983
tantang Pamerixsaan Kandaraan Rermotor adi
Jalan ;

17. Peratursn Pamerintah  Nomor 43 Tahun 19893
tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan :

12. Paraturan Pemerintah Nomocr 44 Tahun 1993
~tentang ¥endaraan dan Pengemudi ; \
13, Keputusan Manterd{ Dalam Negeri Nomor 6 Tahun
1988 tentang FProsedure Penetapan Produk-produk
Hukum i Lingkuagan Departemen Dalam Negeri ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38  Tahun
TERRT Tantany Padoman Organisasi Dinas Dasrah

16. Keputusan Lantari Nalam Negeri Nomor 97  Tahun
1893 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah
dan Wilavah

16. Keputusan Menteri Dajam Negsri Nomor 61 Tahun
1983 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Pinas  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan Daerah
Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
salan Dasrah Tingkat 17 ;

17. Kaputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
12493 tantang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan DRaerah Parubahan ;

18. Xeputusan Barsama  Menteri Perhubungan dan
Menteri Dailam negsri Nomor 109 Tahun 18990,
Nomor 353 ‘Tahun 1930 tentang Peslaksanaan
Peraturan Pemarintak Nomor 22 Tahun 1990
Tantang penyerahan sehagian Urusan Pemerintah
Nalam Bidang LiAJ kepada Dserah Tingkat I dan
Dasrah Tingka®t 17,

Nengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daarzh Tingkat 11 Surahava.

MEMUT2S X AN

Manetankan : PERATURAN DAFRAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT oI
AUHARAVA TENTANG PRMRFNTUKAN, ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS LALYU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH
KOTAMADYA DAFRAH TINGKAT 771 SURABAYA.
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KETENTUAN UMUM

Pagal +

batam Pavratursn Daerah 1ni  yang dimaksud

dengan

a.

-

[{4]

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat I1 Surabaya ;

Daerah adalah Kotamadya Daesrah Tingkat 11
Qurabava
Walikotamadya Kepala Caarah adalah

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya

Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris
Kotamadya Daerah Tingkat 1I Surabava ;
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah
adalash Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Daerah Kotamadya SDaerah Tingkat 11 Surabaya ;

Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Paerah adsaiat HKepala Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Dzerah Kotamadya Daerah Tingkat
11 Surabaya

Angkutan adalsh pemindahan orang dan atau
barang dari satu tempat ke tempat lain dengan
menggunakan kendaraan |

ha?u lintas adalah gerak kendaraan, orang dan
hewan o3 jal

Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian
simpul dan atau ruang kegiatan vang dihubungkan
oleh ruang 1alu lintas sehingga mambentuk satu
kesatuan sistam jaringan untuk kepariuan
penyalenggaraan 1alu 1lintas dan angkutan jalan;

Jaian adalah jalan yang diperuntukkan basgi lalu
Tintas umum

Terminal adalazh prasarana transportasi jalan
untuk harang serta mengatur kedatangan dan
pamberangkatzn Fsandaraan umum, yang merupakan

salah satu wujud simpul jaringan transporta31 ;

Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bhergerak
di jalan, tardiri dari Kendaraan bermotor atau
kendaraan tidak hermotor ;

Kendaraan baermotor adalah ~ kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan teknis yang ~ berada
pada kendaraan itu ;

Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang
menyetdiakan jasa angkutan orang dan atau barang
dengan kendaraan umum di jalan ;
Kendersan umum adalsh setiap kamdaraan barmotor
yang disediaksn untuk dipergunsakan oleh umum
dangan dipungut bhayaran ;
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Penggunz j&sa adalah setiap orang dan atau
badan hukum vang menggunakan jasa angkutan,
kailk untuk arngkutan orang maupun barang ;

Sepeda motor adalah kendarsan bermotor berods 2
{dua) atau 3 {tiga) tanpa rumah-rumah, baik
dengan atau tanpa Kereta samping
Mokl CenuUMmnNAang adalah setiap kendaraan
bermotoer yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8
{delesran; tempat duduk tidak termasuk tempat
dudud pesrngemudi, baik dengan maupun tanpa
serlergkanan psngangxutan hagasi ;
Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang
dilengkapai lebih dari 8 (delapan) tempat duduk
tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik
dengan maupun itanpa perlengkapan pengangkutan
bagasi ;
Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor
selain sepada motor, mobil penumpang, mebil bus
dan kendaraan khusus ;

Taksi adalah kandaraan umum dengan jenis mobil

. penumpang YRg dibari tanda khusus dan

dilangkapi dengan argo meter ;

Travek adalash lintasan kandaraan umum untuk
palavanan jasa argkutan orang dengan mobil bus,
yang mempunyai 2sal dan tujuan perjaianan tetap
dan iadwal tetap maupun tidak berjadwal ;

Jaringan trayeic adalah kumpulan dari trayek-
trayek yang masnjadi satu kesatuan jaringan
pelayanan anghkiitan orang ;

Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan
angkutan vang diisakukan dalam jaringan trayek
sacara ‘tetap dan teratur, dengan jadwal tetap
atau tidak berjadwal ;

Tempat parkir adalah tempat pambearhentian
Kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor
dan tempat menurunkan serta menaikkan orang
atau barsng yang hersifat tidak segara ;

Temnat Pemberhentian (haite) adalah tempat
memberhentikan kendaraan umum untuk menurunkan
dan menaikkan orang atau barang yang bersifat
ssgara ;

Perusahaan Bangkel Umum Untuk Kendaraan
Bermotor ada’ah suatu perusahaan yang menyeleng
garakan pakerjaan pemhetulan, perbaikan,
perawatan kendaraan bermotor untuk dengan
pembavaran.

BAg 17
PEMBEMNMTUKAN

Pasal 2

Dengan Paraturan Daerah ini dibentuk Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan naerah.



BAB Y11
KEDUDUKAN, TUJBAS DAN FUNGSI

Pasal 3

{1) piras Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah
adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di
bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

{2} Dinas Lalu iLintas dan Angkutan Jaian Daerah
dipimpin =len Kepala Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Dasrah yang dalam melaksanakan
tugasnya bersdda di bawah dan bertanggung jawab
iangsung kspada Walikotamadya Kepala Daerah

(3} Dinas Lalu Lirtas dan Angkutan Jalan Daerah
dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis
administrat{f dibina dan dikoordinasikan oleh
Sekretaris Kotsmadva Daerah.

Pasa’ 4

Dinas Latu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah
mempunyai tugas manyelanggarakan urusan rumah
tangga Casrah dan tugas pembantuan yang diberikan
aleh Pemerintah dan Pemarintah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur dalam hidang lalu lintas dan
angkutan jalan, dengan rincian tugas sebagai
berikut :

a. penunjukan Tokasi dan pengelclaan tempat-tempat
penyaeherangan orang ;

b. pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang
dengan kendarsan tidak hermotor :

c. pengaturan tantang kKewajiban mamberi bantuan
kepada perkumpiilan dan atau badan hukum yang
ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan
dan pemeliharaan rambu-rambu dan tanda-tanda
falu lintas

d. pemberian i7ir pendirian perusahaan angkutan
kendaraan hermctor

&. pemberian izir pendirian perusahaan bengkel
umum untuk kencaraan bermotor ;

. penetapan ketentuan tamhahan mengenai susunan
alat-alat tambahan pada mebil bus dan mobil
penumpang yang diasunakan sebagai Kendaraan umum
iika dipandang periu untuk kelancaran pengang-
kutan orang secara tertib dan teratur ;

g. pemberian izin operasi angkutan jaian untuk
jaringan 1trayek atau lintas yang seluruhnyea
berada di Daerah ;

h. penetapan iarangan penggunaan jalan-jalan
tertentu demi kelancaran angkutan dan arus laiu
lintas, dengan perssatujuan Gubearnur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk Jalan
Fropinsi dan dengan persetujuan Menteri
Ferhubungan untuk Jalan Nasional ;
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penetapan jalan tertentu yang melarang
pengamudi~pengemudi kendaraan memberikan tanda-
tanda suara di tempat-~tempat dan  waktu
tartentu

pengaturan sirkulast Talu lintas dengan
persetujuan  Gupernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur untuk Jalan Propinsi dan dengan
persetujuan Merteri Perhubungan untuk Jalan
Nasional ;

penetiapan Kaecepatsn maksimum bagi jenis
kengaraan tartentu pada jalan tertentu, dengan
persetuidvan Gubarnur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa  Timur. hagi  Jalan  Propinsi serta

persetujuan #enteri Parhubungan untuk Jalan
Nasional

pengadaan, penetapan penempatan, pemasangan
dan pemeliharaan rambu~rambu lalu lintas serta
tanda-tanda jalan di ¢

1. Jalan Kotamadya Dgerah Tingkat II Surabaya ;

2. Jalan Propinsi yang berada dalam Kotamadya
Daerah Tingkat I1  Surabaya dengan
persetujisan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur;

3. Jalan Nasional yang bhearada dalam Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Surabaya dengan
persetujuan Mantari Perhubungan kecuali pada
pembangunan dan peningkatan jalan.

renetapan peliaksanaan kegiatan-— kegwatan dalam
hal rekayasa Talu lintas serta mana;amen Talu
lintas nparda ja2lan XKotamadya dan manajemen di
Daerah

penertapan l!ajangan penggunaan jalan Kotamadya :

1. Bagi macam-macam kendaraan tidak bermotor
yang berhubungan dengan muatan sumbunya

2. Bagi kendaraan bermotor yang muatan sumbunya
melebihi batas maksimum yang ditetapkan
untuk jalan itu.

penetapan muatan sumbu kurang dari yang telah

ditetapkan untuk jalan Kotamadya oleh Kkarana

pemeliharasn atau keadaan bagian jialan

Kotamadya vang rusak untuk waktu paling lama 6
{enam) bulan

h1mb1ngan keselamatan dan penertiban di bidang
jalu Tintas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sabagaimana dimaksud
am pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Lalu

S

Lint=s dan Angkutan Jalan Daerah mempunyai fungsi:

a.

Perencanaan vaitu segala usaha dan kegiatan
pengumpulan, nengolahan, penilaian dan
benyusunan program dan perumusan kehijaksanaan
teknis ;



(1)

(2)

{1)

Pelaksanaan yaitu segala usaha dan kegiatan
untuk melaksanakan rancana/program dan kebijak-
sanaan taknis vang telah ditetapkan ;

Pembinaan  yaitu ssgala usaha dan kegiatan
panyuiuhan dan  bimbingan kearah peningkatan
tertib Jalu lintas, tertib angkutan sarta
tertib calam usaha manuju terwujudnya angkutan
vang cepat dan aman
Pengawasan vyaitu sagala usaha dan kegiatan
untuk melakeanakan pengamanan atas pelaksansan
tugas =ssesuail  peraturan perundangan-undangan
vang bariaku

Koordinasi ysitu segala usaha dan kegiatan guna
mewujudkan kasatuan dan keserasian gerak yang
harhubungan dengan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat di bidang Talu lintas dan angkutan
jalan ;

Ketatausahaan yaitu seyala usaha dan kegiatan
dibidang -tata usaha umum {surat menyurat),
kepegawaian, perlengkapan, keuangan,. pembinaan
organisasi dan tatalaksana Dinas.

BAB iy
ORGANTIGSAGSTI

Pasal F

Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas  dan
Angkutan Jdalan Taerah terdiri dari

Kepala Dinas ;

Sub Bagian Tata Usaha

Seksi Lalu Lintas ;

Beksi Angkuten

Seksi Teknik S~rana Dan Prasarana ;
Seksi Pengendaiian Oprasional
Cabang Dinas

Unit Palaksana Teknis Dinas .
Kelompok Jabatan Fungsional.

’
T

- FW w0y

Bagan Susunan QOrganisasi dan Tata Kerja Dinas
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah adalah
sebagaimana tersebut dalam lampiran dan
marupakan . bagian yang tidak terpisahkan dari
Paraturan Qaerah ini.

BAR v
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Kapala Dinas

Pasal b

Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Daerah mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan
pasal 5 Peraturan Daerah ini
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b. Memimpir <dan mengkoordinasikan kegiatan-
kegiatan an:rat rFelaksana dan Staf Dinas
Lalu Lintas dsrn Angkutan Jalan Daerah.

(2) Kepaisc Diras Latu Lintas dan  Angkutan Jalan
Daerah dalam mslaksanakan tugasnya berada di
bawar dan hertanggung jawab langsung kepads
waldikotamaoys nenala Daerah.

dagian Hadiia
Sub Bagian Tat= lUsaha

Pasa’l B

{1) Sub Zugian Yata lsaha mempunyvai tugas
malakukan koordinasi program kerja Dinas,
pengeiolaan  druzan kepegawaian, keuangan,
ruman tangga, perlengkapan, hubungan
masyarakat, surai-menyurat dinas, protokol,
pembinaan organisasi dan tatalaksana dan
penyusunan laporan dinas ;

(2) sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang
Kepaia BSub Bagian yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Dinas Lalu Lintas dan
sngkutan Jalan Daerah .

Fasal g

Untuk mevyalsnygarakan tugas tersebut dalam
pasal 8 ayat (1) Pzaraturan Daerah ini, Sub Bagian
Tata Usaha memnunyai fungsi

3
a. melaksanakan woordinasi penyusunan program
karja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data
serta nelaparan Tinas

b. melakukan pengeinslaan urusan keuangah ;

c. malaksanakan pengalolaan urusan kepegawaian

d. melakszrnakan penge'olaan urusan rumah tangga,
perlengkabarn, brolokoel, hubungan masyarakat dan
surai menyurat Dinas

e. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan
katatalaksahaan ;

f. melaksanakan tugas Jain yang diberikan oleh
Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Daerah.

Pasal 10
{1} sut Bagian Tata Usaha tardiri dari

a. Utusan Program

b. Urusan Keuangan ;

c. Urusan ¥ep=agawaian ;
d. Urusan Umum,

{(2) Tiap~*+ian Uruzan dipimpin oleh seorang Kepala
Urusarn vang dalam melaksanakan tugasnya
berada 41 bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.



(1)

{(2)

(3)
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Pasal 11

Urusan Program mempunyai tugas mengkoordinasi-

kan BANYUSLNRAnN nrogram kerja Dinag,
pancunpyian GAnR ~engolahan data serta
pembuatan laporan vang meliputi pekerjaan

a. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data
untuk bahan penyusunan program ;

3

b. Merumuskan dan menyusun program dan proyak;

c. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta
rengendalian dalam pelaksanaan program dan
pravek

d. Menyusun Tagoran pelaksanaan program dan
proyek pembangunan ;

e. Melaksanaksn tugas dibidang kelesmbagaan dan
ketatalaksanaar -

-4

. Menghimpun ¢an mensistematisasikan data dan
menyusun dokumentasi peraturan perundang-
undangan dan hasil pambangunan

®Q

Melaksanakan tugas lain yang dibarikan oleh
Kepala Sub Bagian Tata Usabha.

Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan keuangan Dinas vang meliputi
pekerjaan

Fangnampnen dan mengolah bahan~bahan  untuk
DERYUSUNan anggaran ;

=
B .

b. Menyiapkan usulan anggaran Dinas ;

7

c. Mengslola Tata Usaha keuangan dan pembukuan
realisasi APBD, serta laporan pertanggung
iawaban ;

d. Mangurus kauangan parialanan dinas,
penvelesaian tuntutan ganti rugi serta
biaya-biaya lsin sebagai pengeiuaran Dinas;

e. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan
laporan dibidang keuangan ;

f. Melaksanakan tugas 1ain yang diberikan oleh
Kepala Sub Ragian Tata Usaha.

Urusan Kepegawaian mempunya i tugas
melaksarnakan pengelolaan kepegawaian, yang
meliputi pekerjaan

a. Manyelenggarakan Tata Usaha Kepagawaian
Dinas yang meliputi pengumpuian data
kepegawaian, pembuatan buku induk pegawai,

usulan-usulan kenaikan gaji berkala,
kenatkan pangicat, . mutasi pegawai,
pengangkatan dalam jabatan sarta

nambsrhentian negawait

b. Menyusun formasi pegawai serta perencanaan
pegawai
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€. Mengurusi kesejahteraan pegawai ;

d. Melaksanakan tugas pengembangan karier
pegawai zsrta  usaha peningkatan mutu
pergetahuan dan disiplin pegawai :

e. Manvusun adninistrasi serta avaluasi
keapegawsian

f. Malaksanakan tugas lain yang dibarikan oleh
Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

tUrusan Umum mempunyad tugas melaksanakan
pengelalaan Urusan parlangkapan, surat-
manyurat, huhungan masvarakat dan protokol
maliputi pekerjasan

». Melaksanakan tata naskah dinas dan tata
Kearsipan

b. Melaksanaikan urusan rumabh tangga dan
pratokal ;

¢. Mslaksanakan analisa kebutuhan pengadaan
serta pengadministrasian barang-barang
keperluan kantor serta perbekalan Tain ;

d. Melasksanakan pekerjaan kehumasan Dinas ;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Sub Bagian Tata usaha.

Bagian Xetiga
Serat Latu Lintas

Pasal aled

Sexsi  Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan
pembinaan manajemen dan pakerjaan Talu lintas
di dJalan Kotamadya, Jalan Propinsi dan Jalan
Nasional yang berada di Daerah serta bimbingan
keselamatan di bidang lalu 1lintas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undesngan
vang berlaku

Sexksi Lalu Lintas dipimpin oleh seoranyg Kepala
Seksi yang dalam melsksanakan tugasnva berada
di bawah dan bertangoung jawab langsung kepada
Kepala Dinas Lalu Lintas .dan Angkutan Jalan
Daarah.

Pasal 13

untuk menvelanggarakan tugas sebagaimana

dimaksud datam pasal 12 Ayvat (1) Peraturan Daerah

int

a.

, Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi

Menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan
dan pengendalian Talu lintas di. Jalaq
Kotamadyva, Jalan Prapinsi dan Jalan Nasional di

Daerah ;

Mervi=zrtar nerencanzan kebutuhan pangadaan,
nenémnétan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu
3inta§, marke jalan dan alat pemberi isy§ra§
lalu lintas di dJdalan Kotamadya, Jalan Propinsi
dan Jalan Nasional di Daerah ;



C.

(1)

(1)

(2)

Menyiapkan pemberian bimbingan kesalamatan dan
penertiban di hidang 1alu lintas, analisis
dasrah rawan kscelakaan Jslu lintas sesuai
dengan Ketentuan peraturan perundangan-undangan

vang herlaku o

Melalksanakan *ugas Jain yang dibarikan oleh
kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Daerah.

Faszal 14

Seksi Lailu Lintes terdiri dari
a. 8ub Ssksi Manajemen Lalu Lintas ;
h. Sub Seksi Rekavasa Lalu Lintas ;

¢. Sub Seksi Bimbhingan Keselamatan.

Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang
repala ©Hub Ssk«i vyang dalam me laksanakan
tugasnva beradse di bzwah dan bertanggung jawab
Tangsuny kepada Kepala Seksi Lalu Lintas.

Pasal 15

Subk S8Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai
tugas menyiapkan perencanaan dan pengaturan
talu lintas di Jatan Kotamadya, Jalan Propinsi
dan Jaian Nasional di Daerah, yang meliputt
kegiatan - :

a., :elaksanakan pemantauan dan penilaian atas
tingkat peiayanan jaringan jalan di wilaysah
karjanvs, meliputi volume lalu lintas
jalan,  tingist  kecepatan rata-rata dan
Kesepatan maksimum dan minimum ;

2

b5, Menvusun ketantuan dan melakukan penilaian
atas neslaksanaan kegiatan Talu lintas yang
melinuti  penetapan kecepatan maksimum dan
minimum sarta penetapan larangan penggunaan
ialan ;

c. Menyusun katentuan dan memantau pelaksanaan
serta maeny:apkan penysmpurnaan tentang
pengaturan sirkulasi arus l1alu lintas dan
pembatasan penggunaan ' jeanis kendaraan
teartantuy ;

d. Melaksanakanh penilaian atas permohonan
dispensasi kelas jalan ;

&. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Seksi Lalu Lintas.

Suh Seksi HRekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas
menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan,
penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu Tlalu
1intas, marka jalan dan alat pemberi isyarat
1aiu lintas di Jalan Kotamadya, Jalan Propinsi
dan Jalan Nasional di Daerah, yang meliputi
pekeriaan :

. Melskoanakan invantarisasi keadaan jaringan
jalan dan periengkapan jalan ;



(2)

{1)

(2)

b. Melaksanakan inventarisasi kebutuhan rambu-
rambu lalu Tlintas, marka jalan dan alat

pembary jsyarat lalu lintas ;

o. Menyusun orogram kebutuhan rambu Talu
lintas, marka jalan dan galat pemberi
isvarat lalu lintas ;

d. Melsksarabar dan atau mengawasi pengadaan,
censmpatan  dan  pemeliharaan ramhu-rambu

Talu  Vintas, marka jalan dan alat pemberi
isvarat lalu lintas
tugas lain yang diberikan oleh
talu Lintas.

Sub 8sksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban
mempunyail tugas manyiapkan pemberian bimbingan
keselamatan dan penertiban di bidang lalu
lintas, analisis daerah rawan kecelakaan laiju
lintas sasuai dengan ketentuan paraturan
perundang-undangan yang herlaku, yang meliputi
peksriaan
a. Melaksanakan pemantsuan dan penilaian atas
perilaku dan latar balakang sosial
masyarakat dalam berlalu-lintas ;

bh. Mslaksanakan analisis terhadap pelanggaran
Talu lintas ;

. Menviapkan nrogram dan melakukan bimbingan
aan nenvyluhan kepada masyarakat

d. Malaksan=mkan openilaian dan pertimbangan
dalam pamherian Surat izin Mengemudi

wendaraan ticdsk hermotor ;

a. Menyiapkan hahan dan memproses pemberian
izir Opesrasiona’l kursus mengemudi ;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepaia Seksti Lalu Lintas.

g8agian Keampat
Seksi Angkutan

Pasal 16

Saksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan
pembhinaan manajemen angkutan orang, angkutan
barang dan angkutan khusus yang saluruhnya
herada di dalam Daerah, berdasarkan peraturan
parundangan-undangan yang berlaku ;

Seksi Angkutan dipimpin oleh seocrang Kepala
saksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada
4% bawah dan bartanggung iawah langsung kepada
kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Daerah.
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Pasal 17

Untuk manyelengoarakan tugas - sebagaimana

dimaksud dzalzsm pass] 18 avat (1) Peraturan Daerah

ini, Bsxst Angkutan mempunyai fungsi

a.

(1)

{(2)

(1)

Menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengang-
kutan crang, dan  pengawasan penyelanggaraan
nengangkutan arang

Manyiapkan pembharian bimbingan, izin
pengangkutan barang dan pengawasan penyelengga-
raan pengangkultan bharang ;
Menyiapkan pemberian bimbingan, izin
rengangkutan orang dan atau barang tertentu
vang herzifat knusus

Melaksanakan 1tugas 1lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Daerah.

Pasal 18
Seksi Angkutan terdiri dari

a. Sub Seksi Angkutan Drang

b. Sub Seksi Angkutan Barang ;
¢. Sub Seksti Arakutan Khusus.,

Tiap-tiap &ub Zexsi dipimpin oleh seorang
Kepala B8Sub 3ebs vang dalam melaksanakan
a

51
tugasnva berara di bawah dan bertanggung jawab
o

Tangsury Herada Kepsla 3eksi Angkutan.

Paaa) 19
Sub Seksi Angautan Orang mempunyati tugas
menyiapkan pemberian bimbingan, izin

pengangkutan orang dan pengawasan penyelengga-—
raan pengangkutan orang dalam Daerah yang
meiliputi pekarjaan :

a. Menyusun gralirasan kebutuhan/parmintaan
anagkutan orang dengan kendaraan umum ;

b. Menyusun rencana jaringan trayek angkutan
orang ;

c. Melaksanakan penilaian atas permohonan izin
operasi angkutan dalam jaringan trayek dan
tidak dalam trayek serta usulan pemberian/
panolakan izin ;

Melaksanakan penilaian dan pengujian
permohonan Surat Tanda Nomor Kandaraan
tidak barmotor ;

¥

CL.

e. Melaksanaken penilaian pelaksanaan izin
operasi dan analisis penyelenggaraan ;

f. Menyiapkan bahan bimbingan kepengusahaan
angkutan orang



Fan

—

k]
-

[(n

Malaksanakan analisis perkembangan biaya
pengangkutan dengan kendaraan umum ;

h. Menyiapksan bahan penetapan tarip pengangkut
an orang dengan kendaraan umum sepanjang
tidak ditetapkan tarip berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

7

Melaksarzkan penilaian permchonan Surat
Tzin Pangusahaan Angkutan Orang

7

el

ﬂaﬂyiapkah usulan perubahan tarip bila
diperliukan

¥. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Keraia Seksi Angkutan.

S8ub  Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas

maenyiapkan pemberian bimbingan, izin
pangangkutan harang dan pengawasan penyeitang-
garaan pengangkutan barang sesuai dengan

peraturan perundang—-undangan yang berlaku,
maliputi pskerjaan

a. Menyusun prakiraan kebutuhan/permintaan
angkutan barang dengan kendaraan umum

b. Melaksanakan pemantauan penyelanggaraan
angkutan barang dengan kandaraan umum ;

. Manyiapkan bahan bimbingan kepengurusan
angkutan barang

H

L
5
3

Maelaksanakan wpenilaian permchonan Surat
zin Pengusahaan Angkutan Barang ;

|

e

Melaksanskan snalisis perkembangan biaya
pangangkutan barang dengan kendaraan umum ;

£, Nanyiapkan bahan penetapan tarip
pendangkutan barang dengan kendaraan umum
sananiang tidak ditatapkan - tarip

nerdasarkan  peraturan perundang-undangan

ana heriakuy ; ' '

g. Menyiapkan usulan perubahan tarip yang
dipertukan

h. Malaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Sekei Angkutan.

Sub  Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas
menyviapkan pembarian timbingan, izin
pangangkutan khusus dan pengawasan penyelang-
garaan pengangkutan khusus seasuai dangan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
meliputi pekerjaan

a. Menyusun prakiraan keabutuhan/permintaan
angkutan khusus dengan kendaraan umum ;

b, Melaksanakan pemantauan penye1anggaraan
angkutan khusus dengan kendaraan umum ;



¢c. Menyiapkan bahan himbingan kepengusahaan

angkutan khusus ;

d. Mslaksanakan penilaian permohonan Surat
i sahaan Angkutan Khusus ;

e. Melaksanakan analisis perkembangan biaya
pengangkutan khusus dengan kendaraan umum :
f. Menyiapkan bahan penstapan tarip pengangkut
an  khusus dengan kendaraan umum sepanjang
tidak gitetapkan tarip berdasarkan
pereturan peruncang-undangan vang bartaku

[ie]

Melaksanakzn tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Seksi Angkutan.

Ragian Kelima
Seksi Teknik Sarana Dan Prasarans

Pasal 20

(1) Ssksi Teknik Sarana Dan Prasara mempunysai
tugas menytapkan bahan pembinsan inventari-
sasi, pambinaan perbangkelan umum penataan
izin pendirian bengkel umum, melaksanaan
pembinaan feknis terhadap penunjukkan, penge-
Iolaan, pemeiiharaan, pengembangan terminal,
halte dan tempat parkir, jembatan
penyeberangan dan perparkiran

¥

{2) Seksi Tsknik Sarana Dan Prasarana dipimpin
aieh senrang Kepala Seksi yang dalam
melaisanaken tugasnya berada di  bawah dan
bertanggung iawab langsung kepada Kepala

Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah.

Pasal 21

Untuk menyeienggarakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah
ini, Seksi Teknik Tarasna dan Prasarana mampuhyai
fungsi

a. Menyiapkan bahan bimbingan perizinan bangkel
umum serta pengaturan dan pengendalian susunan
alat tambahan pada kendaraan pshumpang umum ;

b. Manyiapkan petunjuk teknis dalam perencanaan,
penunjukan Jokasi pambangunan pengambangan,
pangeloiaan, pemeliharaan fisik dan
pengandalian ketertibtan tarminal, halte dan
tampat parkir serta jembatan penyeberangan ;

c. Melsksanakan “*Tugas lain vang diberikan oleh
Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Gaersbh.

pasal 22

{1) Seksi Teknik 3Zarana Dan Prasarana terdiri
dari

a. Sub Seksi Teknik Kendaraan Dan Perbengkelan;
b. Sub Seksi Teknik Terminal ;
c. Sub Ssksi Teknik Perparkiran.



{2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seocrang

(

(

-y

™3

)

)

kKepala Sub Seksi vang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan hertanggung jawab
langsung kepsada Kepala Seksi Teknik Sarana dan
Prasaranz.

Pagsal 7z

“

Sub  Beksi Yeknik Kendaraan Dan perbangkelan
mempunyai  tugas menyiapkan bahan bimbingan
perizinan banoial umum serta pengsturan dan
pengendalian susunan alat tambahan pada
kendaraan penumpang  umum, yang meliputi
pekariaan

8. Melaksanakan inveantarisasi bengkel umum dan
nemanta.an penyeslenggaraan bengkel umum di
wilayah kerianya ;

?

b, Manyusun laporan kegiatan perbengkelan
kendaraan dan toko-toko sukuy cadang
kendaraan ;

€. Menyiapkan bahan psmbhinaan bengkel umum
kendaraan bermotor ;
d. Melaksanakan penilaian atas izin pendirian
bengkel umum untuk kendaraan bermotor dan
menyiapkan bzhan pemberian izin ;

e. Melaksanakan inventarisasi, pemant auan
sertsa menyiackan., bahan pembinaan dan
perizinan toko  sukuy cadang kendaraan
barmotaor

f. Menyiapkan bahan pertimbangan tentang
ketentuan persyaratan teknis dan
kelengkapan kendaraan tidak bermotor :

¥

. g. Melaksansian pengujian kendaraan tidak

bermotor ;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.

Sub  Saksi Telnik Terminal mampunyai tugas
menyiapkan petunjuk teknik dalam perencanaan
penunjukkan jokasi, pembangunan, pengembangan,
pengelolasn, nemsliharaan fisik serta
pengendalian ketertiban terminal dan halte,
yang meliputi pekerjaan -

a. Menyusun petunjuk taknik tantang penunjukan
Tokasi terminal angkutan penumpang kecguali
penunjukkan jokasi terminal yang fungsinya
melayani angkutan antar kota dan antar
Propinst ;

b. Menyusun petunjuk teknik dalam pengelolaan,
pemeliharazn fisik dan ketertiban taerminal;

. Menyusun peiunjuk teknik dalam pengembangan
dan pembhinaan terminal dan halte ;

d. Menyusun psatunjuk teknik dalam penunjukan
lokasi tempat pemberhentian (halta) untuk
kendaraan umum



(3}

- 17 -

e. Manyusun bpetunjuk taknik dalam pengsloiaan,
pemeliharaan dan ketertiban tempat
pembarhantian {(halte) untuk kendaraan umum;

f. Menyusyn petunijuk teknik dalam pemantauan
kedatangan atau pemherangkatan dan
menyajikan dafrar atau jadwal operjalanan
mahil bus dan mohil penumpang lainnya sarta
dafttar tarif ;

g. Mengevalyasi laparan kagiatan terminal
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.

Suk Seksi Teknik Perparkiran mempunvai tugas
menyiapkan petuniuk teknik dalam perencanaan
penunjukan 1okasi pembangunan, pengembangan,
pengeloiaan pemeliharaan fisik tempat park'ir
darn iembatan penyeberangan serta pengendalian
ketertiban, yang meliputi pekerjaan :

a. Menyusun petuniuk teknik dalam penunjukan
leckasi narkir kendaraan ' bermotor dan
kKendaraan tidak bermotor ;

b. Memberikan dan rakomendasi untuk pemberian
izin lcokasi parkir ;

c. Manyiapkan bahan untuk penunijukan lokasi
tempat-tempat penyabarangan orang ;

d. Melaksanakan pengealoliaan tampat~tempat
penyebherangan orang ;

e. Msnyusun petunjuk teknis dalam pengembangan
dan pembinaan perparkiran serta tempat
penyeberangan orang ;

f. Mengevaluasi Tlaporan kegiatan perparkiran
kendaraan ;

¥

g. Melaksanakan tugas Tain yang diberikan oleh
Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.

Bagian Keenam

Seksi Fengendalian Operasional

(1)

(2)

Pasal 24

Seksi Pengenda’i azn Operasicnal mempunyai tugas
menyiapkan pembinaan, pengumpulan, analisis
dan evaluasai dsata bidang 1lalu lintas dan
angkutan, menyusun ststistik, pengumpulan dan
analisis data kecelakaan, menyusun data daaerah
rawan kecelakaan, menyiapkan program
penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan
melakukan pemantauan hasil kegiatan
penertiban, menyiapkan program penertiban,
koordinasi penertiban lalu Tintas  dan
angkutan

Seksi Pengendaiian Dperasional dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang datam melaksanakan
tugasnya bszrads di bawah dan bertanggung jawab
Tangsung kepada Kepala Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jaian Dasarah.
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Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tarsebut dalam
pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Saksi
Pangendalian Oparasional mempunyai tugas :

a. Menyiapkan hahan pembinaan dan pengelalaan data
operasional dan dats kesslakaan 1alu Tintas dan
angkutan jalan

b. Melaksanakan pemzanteuan dan analisis kecelakaan
Talu Tintas serta usuian penanggulangannya ;

c. Menyiapkan panilaian program oparasional
penertiban Talu lintas dan angkutan sarte
pengendaliannya

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
1

Kepala Dinas talu {intas dan Angkutan Jalan
Daerah.

Pasal 26
{1} Seksi Pengendalian Operasional terdiri dari :

a. Sub Seksi Pengumpulan Dan Pengolahan Data ;
b. Sub Seksi Psnanggulangan Kecelakaan Lalu
Lintas ;

. Sub Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan
Angkutan.

(2) Tiap~-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang
- Kepala Sub Seisi vang dalam meiaksanakan
tugasnya berada i bawah dan bertahggungjawab
langsung kepada Kepala Seksi Paengandalian
Operasicnal.

Pasal 27

(1) Sub Seksi Pengumpulan Dan Pengolahan Data
mempunyai tugas manyiapkan bahan pembinaan dan
pangelolaan tata operasional dan data
kecelakaan 7alu tintas dan angkutan jalan ;

{2) Sub Seksi Penangzulangan Kecelakaan Laiu
Lintas mempunyai tugas memantau dan rengana-
lisis data kecelakaan 1alu lintas serta usulan
penanggulsngannya

(3} Sub Seksi Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan
mempunyai tugas menyiapkan hahan penilaian dan
penyusunan program operasional penertiban lalu
lintas dan angkutan serta pengandaliannya.

Bagian Ketujuh
Cabang Dinas

Fasal g

(1) Cabang Dinas ada'ah Unsur pelaksana Dinas Lalu
Lintas  dan Angkutan Jalan  Raerah  yang
melaksanakan sebagian tugas Dinas L.2lu Lintas
dan Anglkutan Jalan Dasrah dan tugas JpPembafflvan ;



(2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala
Cabang Dinas yang dalam melaksanakan tugasnys
barada dibawah dzn bertanggung jawab kepada
Kepala Ginas La’u Lintas dan Angkutan Jalan
Daerah ;

(2) Cahang Dinas dapat berbentuk setelah memenuhi
kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan
Unit Palaksana Teknis Dinas

Pasal 29

(1) Unit Palaksans Teknigs Dinas adalah tUnsur
netaksana teknis dinas yang mempunvai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Lalu Lintas
dan Angkutan dJatan Dazrah i

{2) Unit Pelaksana Taknis Dinas dipimpin oleh
saorang Kepala nit Pelaksana Teknis Dinas
yang ‘dalam melaksanakan tugasnya berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala
Dinas Lalu Lintes dan Angkutan Jalan Daerah ;

(3) unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk
setelah memenuni kriteria yang ditetapkan
Menteri Dalam Negeri.

Bagian Xesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Prmal 30

Kelomnok Jabaten fungsional mampunyai tugas
melaksanakan Kegiatan teknis lalu lintas dan
angkutan jalan sesuai hidang kaahlian masing-
masing.

Pasal 31

(1) Kelompok Jabatan Fungsional ‘terdiri dari
sejumiah tenaga daiam jeniang Jabatan
Fungsional vang dipimpin oleh seorang tenaga
fungsicnal senior selaku ketua kelompaok yang
berada dibawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Dinas Laiu Lintas dan Angkutan
Jatan Daerah ;

{2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas
kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan

kebutuhan ;

{(3) Jumlah Jabatan fungsional ditentukan
berdasarkan sifat, ienis dan beban keria ;

(4) Pambinaan rerhadap Tenaga Fungsional
dilaksanakan sasual dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
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BAR Vi
TATA K ERJA
Pasal 32

(1) Kepala 0inas talu Lintas dan Angkutan Jalan
Daerah meltaksanakan tugasnya herdasarkan
keb+jaksanaan vang ditetapkan oleh
walikotamadys Kepala Daerah ;

{(2) Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Daerah berkawaiiban melaksanakan prinsip~-
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas
maupun dengan instansi-instsnsi lain diluar
dinas ;

{3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha; Kepala Seksi,
Kepala Urusan dan Kepala BSub seksi harus
melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;

(4) Kepala Dinas Laluy Lintas dan Angkutan Jalan
Daerah, -Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala
Seksi, Kaepala Urusan dan Kepala Sub Seksi,
masing-masing bertanggung jawab memberikan
bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya
serta meiaporkan hasil pelaksanaan tugasnya
manurut hirarki jabatannya masing-masing ;

Ba3 VYT
PENGANGRLTAN DAN PEMATRHENTIAN
DALAM JABATAN

Passa’ 33

Jenis jieniang iabatan kepangkatan sarta
susunan kepegawaian Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Daerah diatur sesuai dengan_ Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal L4

(1) Kepala ©Dinas iLalu Lintas dan Angkutan Jalan
Daerah  diangkat dan diberhentikan o©leh
watikotamadya Kepala Daerah satelah mendapat
parsetujuan dari Gubernur Kepala Daarah
Tingkat I Jawa Timur ;

(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat
dan diberhentikan olah Walikotamadya Kepala
Daerah atas usul! Kepala Dinas talu Lintas dan
Angkutan Jalan Daerah setelah mendapat
persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;

(3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat
dan .diberhentikan oieh Walikotamadya Kepala
Daerah atas u=zul Kepala Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Daerah

(4) Keiompok Jahatan Fungsional diangkat dan
diberhentikan sesuai dengan ketaentuan
perundang-undangan yang berlaku.



Pasal a5

{1} Jabatsar ¥son’a Dinas Lzlu Lintas dan  Angkutan

Jalan Daerah tidak holeh dirangkap ;

{2) Apabila Kepaia Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Daerah berhslangan menjalankan tugasnya,
Kepala Dinas talu Lintas dan Angkutan Jalan
Daerah dapat menunjuk Kepals Sub Bagian Tata
Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk
mewakilinysa.

BAR VITI
KEUANGAN

Pasal an

Keuangan untul pambiayaan kegiatan  Dinas
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Daerah disediakan
dari Anggaran ®Pazsndapatan Dan  belanja Daerah
Kotamadys Daserah Tingkat 11 Surabaya serta subsidi
atau bantuan dari Pemerintah Tingkat Atasan dan
Lembaga Lain diluar Famarintah Daarah yang
diperoleh secara sah.

BAR X :
KETENTUAN L ATN-LAIN

Pasal a7

(1) Pembentukan Jabstan Wakil Kepala Dinas
Latu Lintas dan  Angkutan Jalan Daerah
dimunghkinkzin  setzlah memenuhi kriteria yang

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah

teriebih dahulu berkonsultasi dengan Menteri

Perhubungan dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat

T Jawa Timur ;

(2) Pemhentukan Waki! Kepala Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Daerah sebagaimana tersshut
pada ayat (1} pasal ini harus didasarkan atasg
hasil analisis jiabatan dan beban kerja ;

(3) Dengan ditetrapkarnva Peraturan faerah ini,
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surahaysa Noma 17 Tahun 1987 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pekerjasan Umum Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat 111 Surabaya yang disahkan dangan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah  Tingikat I
Jawa Timur tanggal 27 Juni 1988 Nomor : 237/P
Tahun 1388 Seri C Tanggal 18 Juli 1988 serta
ketentuan peraturan perundang-undangan lain
vang pernah ada sepanjang bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku lagi. '



Pasal 38

¥epala Sub EBasisn Tata Usahas sehari-hari
disebut Sekretaris.

Pazal a8
Hal-hal yanrg heium  cukup diatur dalam
Peraturan Daarah inid sepaniang mengenai
pelaksanaannya distur lebih tanjut cleh

walikotamadye Kenslg Daerah.

BAR X
PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pDaesrah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar ssmua orang mengetahuinya, memerintahkan
peéngundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya daiam Lembaran Daerah Kotamadysr
Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S URABAY A,
Pada Tanggal : 4 JUNI 1996.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT NAERAH WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURARAYA TINGKAT 11 SURABAYA
Ketua,
t1d. Ttd.
H. HARJQSQ SOEPENG . IVUNARTO SUMOPRAWIRD.

KOLONEL CHB.NRP._22021

Disahkan

dengan Keputusan Gubernur Kepala Deerah Tingkat I

Jawa Timur tangga! 8 Nopember 1898 Nomor : 5Y1/P ¥ahun 1998.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

ttd.
nrs. MASDRA M JASIN.

“pembina Utama Muda
NIP, 510 035 499.




Diundangkan dalam iembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri C Tahun 1996 Tanggal 5 Mopember 1396 Nomor : 9/C.

An. WALTKCTAMADYA KEFALA DAERAH
TIM3KAT I1 SURABAYA

Pih. sekrataris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.
Drs. H. SAMEUL HADI SISWOYQ, MS.

Pembina.
NIP, E10 037 286,

SALINAN sesuail dengan Aslinya

Zzhkodya Dati II Surzbaya

pala Bagian Hukum

;ﬁm,

H. FARUQ., SH.
Bénata Tingkat I.
IP. 510 029 293,

Tt
PR




I.

PENJELASAN
ATASZS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 13 TAHUN 1996
TEMTANMNG
PEMBENTUKAN, ORSANISASI LAN TATAKERJA
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTANM JALAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TIRGKAT 11 SURABAYA

PENJELASAN UMM :

Peraturan Daerah 1ini mengastur tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tatakerja Dinss Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I! Surabaya.

BRerdasarkan Peraturan Fsmerintah Nemor 22 Tahun 1980
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kanada Daerah Tingkat 1 dan
PDaerah Tingkat II, ssbagian urusan pemerintahan di bidang
talu tlintas dan angkutan ialan menjadi urusan rumah tangga
Daerah yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk
melaksanakan urusan lalu lintas dan angkutan jalan yang telah
diserahkan tersehut Pemerintah Dasrah dapat membentuk Dinas
tatu Lintas Dan Angkutan Jalan Daerah dengan berpedoman padas
Keputusan Manteri Dalam Negeri Nomor &1 Tahun 1983 tentang
Padoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Daerah Tingkat II.

Sesuai dengan Surat Mentari Dalam Negeri tanggal 9
Desamber 1994 Nomor 061/4115/8J perihal Pola Organisasi Dinas
Daarah, untuk Pemerintah Kotamadya Dasrah Tingkat 1I Surabaya
ditatapkan pola organisazi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Daerah dengan pola Maksimal.

Namun dengan pertimhangar bahwa penyelenggaraan urusan
Talu lintas dan angkutan jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya merupakan kegiaian yang sangat kompleks, meliputi
volume kegiatan dan permasalahan yang cukup besar dengan
jumlah dan jenis kendaraan yang beraneka ragam, maka
diupayakan untuk mengajukan usulan pemekaran ©Oinas Lingkup
talu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah di Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabava sesuai dengan ketentuan dalam pasal 12
Paraturan Pamarintabh Nomor 45 Tahun 1992 tentang
Penyelienggaraan Otoncmi Daerah Dangarn Titik Berat pada Daerah
Tingkat II.

usulan pemekaran Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Daerah diajukan dengan Surat Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat 11 Surahaya tanggal 7 Me 1 1993 Nomor
061/16R9/402.3.04/1293 perihal usul Pembentukan Dinas Daerah
talu tintas dan Angkutan Jalan di Kotamadya Daerah Tingkat 1I
Surabaya, yvang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, pada pokoknya
mengusulkan dibentuknya 3 (tiga) Dinas, yaitu Dinas L&lu
t.intas dan Angkutan Jalan Daerah, Dinas Terminal Daerah dan
Dinas Perparkiran Daarah.

Selanjutnya dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7
Agustus 1985 Nomor 061/2583/8J perihal Pembentukan Dinas
Lingkup talu tintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabava, telah disetujui Pembentukan Dinas
Lingkup Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi 3 (tiga)

Dinas.
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Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jaian Daerah
melaksanakan sgebagisn urusan bidang lalu lintas vang
disarahkan berdasarkan Paraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
1990 termasuk tugas pembinaan  terhadap penveienggaraan
perparkiran yang dilaksanakan o'sh Dinas Perparkiran Daerah
den keterminslan vyang dilsksanskan oleh Dinas Terminal
Daearah.

Dengan berlakunya Peratursn Daerah ini, Perangkat Daerzh
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah menjadi Perangkat
Daerah yang strukturaz? dsn  diharapkan pelayanan kepada
masyarakat di bidang lalu Tintas dan angkutan jalan dapat
diselenggarskan sescara herdays guna dan berhasil guna dan
pembinaan karier pegawai pada lembaga tersebut dapat berjalan
lancar.

PENJELASAN PASAL NEMI PASAL

pasal 1 sampai dengan pasal 40 : Cukup ielas,.



SALINAN

BAGAN SUSUNAN ORBANISASI

BIMAS LALU LENTAS DAN ANGKUTAR JALAN DAERAY
KOTAUADYA DAERAR TYRGKAT J1 SURABAYA

LANPIEAN PERATURAK ORERAH KOTAMADYA

DAEAAH TINGKAT I1 SURABAYA

BEWAN PERWAKILAN RAXYAT DAERAH
FOTAMADYA DAERAK TINGKAT 1! SURABAYA

Katus,

K. HARJOSO SOEFENC

ttd.

FOLONEL . CHB, MAP. 22021
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SALINAN sesusi dengan Asiinya

L.

5
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o MOH. FARUD, SH,
“Penata Tingkat 1.

TONIP. 510 079 293.

- fepala hagian Hukum
N T §

An:Sekkodva Dati 1 Surabaya

NOKOR @ 13 TAHUR 1998,
TANGSSL & JUND 1995,
DOREPALA DIEAS |
] '
| 1
i '
i | SUB BAGIAK
TATA USARA
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& gRysa | | oqusew i LRUSAN URUSAN
B PACERRN (EUMGR | KEPEGARALAN ]
] _ ! i {
KELOWPOR  JABATAR seast | SEAS! SEKSI Sekst |
FUGSTONAL LALE LIHTAS | ANGRGTAY TERRIE SARARA PENGENDALTAN |
! DAY PAASARLRA OPERASTONAL l
J 1 1
i —— — ]
SUR SEXSI | | | SuB SEXSI | SuB SEASI SUB SEXS]
MAKAJEWEN | b ANGKUTAN ! TERMIK | PERGLUPLILAK
LALE LINTAS ORANG YENGARAAY DAW DAR PENSOLAR
PEARENBKELAR AN DATA
SUB SERSI SUB SEIS1 SUB SEKS! SUB SERSI
REKAYASA | 1< ANSKUTAN ! TERRIR | PENANGBLLAKEAN
LALY LINTAS | BARMNG TERMINAL XECELARAAN
; LALY LINTAS
S6B SEXSI | sum seqs: SUB SEKSI SUB SEXS!
BIVBINGAY ANGRUTAN 1 L{ ReTERTIRAS
KESELAMATAN L amuses PERPARK IRAR ALY LINTAS
3 BAN ANGKUTAN

WALIROTAMADYA KEPALA DAERAM
TINGKAT 1 SURABAYA

ttd.

H. SUKARTO SUMOPRAWIRD -




